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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

tentang tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri raba bima tentang bantahan 

eksekusi lelang (studi putusan perkara nomor 23/Pdt Bth/2022/PN RBI), 

penulis bisa menyimpulkan yaitu: 

1. Prosedur lelang eksekusi jaminan dengan adanya gugatan oleh pihak ketiga, 

proses ini terjadi saat bank mengajukan permintaan kepada pengadilan 

untuk menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. 

Penetapan ini adalah peringatan kepada peminjam dan/atau pemilik agunan 

untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

Perjanjian Kredit. Permohonan penetapan mesti dilengkapi dengan bukti 

yang sesuai berupa kontrak pinjaman, dokumen yang menunjukkan adanya 

pelanggaran janji oleh debitur, sertifikat Hak Tanggungan atau Hipotik, dan 

rincian jumlah hutang debitur. Penyelenggaraan pelelangan melalui proses 

penetapan penyitaan eksekusi oleh pengadilan, serta akan diikuti dengan 

pembuatan laporan penyitaan (penempatan penyitaan oleh petugas penyita). 

2. Perlindungan hukum terhadap -pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan 

lelang eksekusi jaminan yang bermasalah, Melalui bantuan Pengadilan 

Negeri, hukum memberikan kepastian kepada pemenang lelang eksekusi 

hak tanggungan. Menurut regulasi teknis ini, jika lelang sudah dilakukan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak dapat dicabut. Meskipun 
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pihak sudah memperoleh perlindungan hukum, tapi debitur bisa mengalami 

kerugian jika tidak diberikan hak untuk mengetahui proses lelang dan 

eksekusi barang jaminan. 

B. Saran  

Berdasarkan isi di atas, hasil penelitian ini dapat memberikan 

rekomendasi kepada beberapa pihak, seperti: 

1. Transparansi dalam perjanjian kredit diperlukan agar kedua belah pihak 

memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Hal ini 

penting untuk menciptakan posisi yang seimbang antara pemberi pinjaman 

dan peminjam. 

2. Perlu disempurnakan hak debitur agar diberikan hak untuk mengetahui 

proses lelang yang adil dalam eksekusi lelang. Dengan demikian, prinsip 

keadilan dan proporsionalitas dapat sepenuhnya terwujud dalam Hak 

Tanggungan dan peraturan hukum jaminan. 

3. Sebagai pemegang Hak Tanggungan, pihak manajemen bank sebaiknya 

menyadari bahwa meskipun pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, 

bank masih memiliki hak dalam menggunakan semua hak yang diberikan 

oleh UUHT. Hal ini karena UUHT memberikan prioritas kepada pemegang 

Hak Tanggungan. Jika pemberi Hak Tanggungan mengalami kebangkrutan, 

pemegang Hak Tanggungan memiliki hak istimewa. Ini berarti objek Hak 

Tanggungan tidak akan diikutsertakan dalam kebangkrutan, karena 

kebangkrutan tidak berlaku terhadap objek Hak Tanggungan.  
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